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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  98  TAHUN  2020 

TENTANG 

 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH     

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas 

struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi 
kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

perlu diganti; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  

dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2020 Nomor  6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor  3); 
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MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HULU 

SUNGAI SELATAN. 

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal   1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah  Bupati Hulu Sungai 
Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

9. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat Daerah yang 

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang 

Penanggulangan Bencana. 

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat  oleh 

Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati. 

(3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan 

unsur pelaksana penanggulangan bencana. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

 

Pasal 3 
 

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri  dari: 

a. Unsur Pengarah; 

b. Unsur Pelaksana, terdiri dari: 

1. Kepala Pelaksana; 

2. Sekretariat; 

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

  

Bagian Kesatu 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah    

 

Pasal   4 

  
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, 

pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan 
rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-

undangan yang berlaku.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 
Penaggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan 

kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan 

dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;  

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan 

dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi; 

e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, 

pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan 

rekonstruksi; 

f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit 

Pelaksana Teknis Badan; 

g. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

Unsur Pengarah 

 

Pasal 5 
 

Unsur Pengarah terdiri dari :  

a. Ketua; dan 

b. Anggota. 

 

Pasal 6 

 

(1) Unsur Pengarah secara ex-officio dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah.  

(2) Anggota Unsur Pengarah berasal dari :  

a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan 

penanggulangan bencana. 

b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat 

di daerah. 

(3) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) 

pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari 

masyarakat profesional di daerah. 

 (4)  Penetapan Anggota unsur pengarah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 7 

 
(1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas 

pokok memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Unsur Pengarah bertugas : 

a. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada 

pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; 

b. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; 

c. memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada 

pasca bencana; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan 

bencana; 

e. menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan 

bencana dan peta rawan bencana; 

f. melaksanakan pemantauan penyekenggaraan penanggulangan bencana 

bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus 

menerus terhadap proses penanggulangan bencana; dan 

g. melaksanakana evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan 

peningkatan kinerja penanggulangan bencana. 
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Bagian Ketiga 
Unsur Pelaksana 

 

Pasal 8 
 

(1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi 

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi: 

a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah 

dinas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, 

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; 

b. pengoordinasian, fasilitasi dan komando kegiatan bidang pencegahan dan 
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi 

bencana; 

c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pencegahan dan 
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi 

bencana; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 
pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan 

rekonstruksi bencana. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana bertugas: 

a. menyusun program kegiatan bidang penanggulangan bencana berdasarkan 

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-

undangan; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dengan unsur pengarah di lingkungan badan 

dan instansi terkait lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

d. menyiapkan konsep kebijakan teknis kepala badan dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, 
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

e. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 

penanggulangan bencana; 

f. membantu tugas kepala badan dalam mengoordinir dan memantau 

pelaksanaan tugas unit pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan; 

g. menyiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan anggota unsur 

pengarah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan; 

h. menyiapkan data dan bahan informasi perkembangan aktual bencana 
serta upaya penanggulangan bencana sebagai bahan pelayanan informasi 

kepada masyarakat; 

i. melaksanakan koordinasi dengan bpbd provinsi, instansi vertikal, lembaga 
usaha, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya diperlukan pada tahap 
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pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan 

rekonstruksi bencana; 

j. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik 

dar satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di 
daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka 

penanganan darurat bencana; 

k. membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan serta mengoordinasikan 

pengerahan satgas/tim sar dalam kegiatan penanggulangan bencana; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 

tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan perimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghidanri 

penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai 

bidang tugas. 

 
Bagian Keempat 

Sekretariat 

 
Pasal 9 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh 
unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta 

tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai 

berikut: 

a. menyusun program kegiatan dan anggaran sekretariat berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan badan baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 

c. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

penanggulangan bencana, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan 
regulasi sektoral terkait lainnya; 

d. menyiapkan bahan, kelengkapan, sarana administrasi proses pemilihan 

anggota unsur pengarah; 

e. memfasilitasi kegiatan/pertemuan anggota unsur pengarah dengan 

menyiapkan bahan rapat, sarana prasarana, perlengkapan, sesuai 

kebutuhan anggota unsur pengarah; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 

badan serta penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang diterima 

dari APBD, APBD provinsi, APBN, sumber lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

g. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah 

sebagai bahan laporan dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pelayanan 
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informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bencana dan upaya 
penanggulangan bencana; 

h. menyiapkan konsep kebijakan kepala badan dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, 
administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian; 

i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dan dokumen 
pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA); 

j. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, 

keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil 

guna dan berdaya guna; 

k. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, urusan 

kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, 
dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan 

pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

l. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan 
standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan 
pegawai; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana 

evaluasi dan pelaporan kinerja; 

o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan 

sekretariat; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kelima 

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
 

Pasal 10 

 
(1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan perumusan kebijakan, 

mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan. 
 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai 

berikut: 

a. menyusun program kegiatan dan anggaran seksi pencegahan dan 
kesiapsiagaan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi di lingkungan badan untuk 

mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
penanggulangan bencana serta regulasi sektoral lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan bidang kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 

pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

pemberdayaan masyarakat; 

h. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

pemberdayaan masyarakat 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 
masyarakat; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan persyaratan standar 

teknis penanggulangan bencana; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan, dan 

pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan 
penanggulangan, pengurangan resiko, pemberdayaan masyarakat dalam 

pencegahan bencana; 

m. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi guna pemaduan dalam 
perencanaan pembangunan, penegakan rencana tata ruang, dan analisa 

resiko bencana lainnya; 

n. melaksanakan identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber 

bahaya atau ancaman bencana; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 

tersedia; 

p. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 
 

Bagian Keenam 

Seksi Kedaruratan dan Logistik 
 

Pasal 11 

 

(1) Seksi Kedaruratan dan Logistik melaksanakan perumusan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang 

kedaruratan dan logistik. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai 
berikut: 

a. menyusun program kegiatan dan anggaran seksi kedaruratan dan logistik 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi di lingkungan badan untuk 

mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 
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c. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
penanggulangan bencana serta regulasi sektoral lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan bidang kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 

pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan 
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan 

dukungan logistik; 

f. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait di 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 

pengungsi, dan dukungan logistik; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan 
dukungan logistik; 

h. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan 

dengan segera prasarana dan sarana vital; 

i. melaksanakan identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 

cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana 

guna penentuan status darurat; 

j. melaksanakan identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum 

serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan 

pada saat terjadi bencana sesuai prosedur yang ditetapkan; 

k. melaksanakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat terkena bencana; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Kedaruratan dan Logistik; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 

 

Bagian Ketujuh 
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

 

Pasal  12 
 

(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan perumusan kebijakan, 

mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan di bidang rehabilitasi 
dan rekonstruksi. 

 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai 
berikut: 

a. menyusun program kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi di lingkungan badan untuk 

mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

c. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 

penanggulangan bencana serta regulasi sektoral lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 



- 11 - 
 

 

 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

e. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan 
bencana pada pasca bencana; 

f. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait 

pada pasca bencana; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan 

bencana pada pasca bencana; 

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pemulihan sosial, 
ekonomi, dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan 

fungsi pelayanan publik; 

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pembangunan 

kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat; 

j. memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, keamanan 

dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik; 

k. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan 
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 

l. melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan 

rumah masyarakat di daerah bencana; 

m. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial 

psikologis guna membangkitkan kembali sosial budaya masyarakat di 

daerah bencana; 

n. mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan 

oleh konflik; 

o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi;  

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 

 
Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal  13 
 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

 

Pasal  14 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri 

dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala 
Badan. 

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. 

 



- 12 - 
 

 

 

BAB  V 
TATA  KERJA 

 

Pasal  15 
 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

 
Pasal  16 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 

jabatan fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas masing-masing. 
 

Pasal  17 

 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Pasal  18 
 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

 
Pasal  19 

 

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

 

 
Pasal  20 

 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 
 

Pasal  21 

 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 

dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 
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Pasal  22 

 

Dalam melaksanakan tugas unsur-unsur pimpinan unit organisasi dibantu oleh 
unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

 
 

Pasal  23 

 
Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Badan, 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, maka ditunjuk Kepala Subbagian 

Tata Usaha sebagai Pejabat  yang  mewakili Kepala Pelaksana. 

b. Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha  juga berhalangan, maka ditunjuk 

Kepala Seksi sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana berdasarkan 

senioritas kepangkatan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  24 

 
Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan 

Politik yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap 

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pengangkatan pejabat 

struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.  
 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  25 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2012 Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal  26 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

  
   Ditetapkan di Kandangan 

   pada tanggal 29 Desember 2020    

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

   ttd. 

             ACHMAD FIKRY 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 29 Desember 2020   

             SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 

                            ttd. 
               MUHAMMAD NOOR 

 

 

 
 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2020 NOMOR 98
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                                                                                       BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
                                                                         BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

                                                                                  KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
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ACHMAD FIKRY 
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